
 

 

62 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika adalah: 

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

penjara terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

hukum: 

a. Jumlah narkotika yang dipakai 

b. Mengedarkan narkotika kepada orang lain atau pengedar 

c. Membuat atau memproduksi narkotika 

2. Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

dalam pasal 54 dikatakan Pecandu Narkotika dan korban 

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. 
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B. Saran 

Bagi hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap 

penyalahgunaan narkotika seharusnya lebih mengedepankan pemberian 

hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara, karena 

kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika. Apabila 

penyalahgunaan narkotika di pidana penjara, lebih besar kemungkinan dia 

diajari kejahatan lain karena dia disatukan dengan orang-orang yang 

melakukan kejahatan, sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan 

korban. 
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